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TENTANG
PENUN.rLIKAN PE.IABAT PENATAUSAHAAN KEUAI{GAN DAT{ STAF PE.'ABAT

PENATAUSAIIAAH KEUANGAN PADA BALITBANGDA PROVINSI JAI,IBI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITHN DAN PENGEMBANGAI{ DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun
2079, perlu dilakukan penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan
tian Stai Pejabat Penaia.usahaan Keuangan pada Badan Peneittian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;

b. bahwa penunjukan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputpsan Kepala Balitbangda Provinsi
Jambi;

i. ijndang-'rjndang Darurat iiomor i9 Tahun i957 teni:ang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
IJr,mar ?tr,1 c=l^.ooaimara falah rlirrl-ralr rlpnoar TInr:lanc-TTnrlo:ra Nnmnr

61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sr.rmatera Barat. Jambi dan Rian men_iacii Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $aQ;

? ITn,4anc-IInrlano Nnmnr ?,Q, T:hrrr lQOO fpnfono Pcnrrelenoorrran-__-*__o
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara
Repubiik incionesia iiomor 523aj;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5699h

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran

4.

5.

6.

8.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578i;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46141:'

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentans Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a738lr

12. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 20i0 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
incionesia 5 i65i;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Ferrgcioiaarr KsuariBari Dacraii (Bcr'ita iiegaua Repubiik irrdoricsia
Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusun€rn Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara dan Penyampaiannya;

'| 5, Peraturan Gulnrnur .Iambi Nomor l7 Tahun 20.l4 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;

16. Peraturan Gubemur Jambi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi Berbasis Akrual

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
oengan Peraruran Daerah Provinsi iambi iiomor i5 Tahun 2Oi3
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
/J =mh:ra'r l')aarah Prn'rinai .Tamhi 'Talrr:n DOl ? Nnmar 1('l'. -vrr

19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita
i)aerah F-rovinsi iarnbi Tahun 2Oi1 iiomor 57) sebagairnana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Cube:'nur Ja:nbi No:'nor' 57 Tahun 2011 tentang Siste:n dan P:'osedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

20. Fcr'atularr Gubcr'riur' iarubi iiuriior' 6O Taiiurr 2Oi6 teriiarig, susuriari
organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60)

21. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/BPBMD-
l.2l2ol9, tanggal 14 Agustus tentang standar biaya umum
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

22. Keputusan Gubernur Jambi Nomor I /KEP/GUB/BAKEUDA -6.3/
2Ol9 , tanggal 2 Januari, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan,



Bendahara Peneluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara
BLUD pada Sekretariat DPRD,Dinas, Inspektorat,Badan, Lembaga

Teknis. RSLID Raden Mataher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2019

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah
' (npa-QlZpnt Ela.lan Danali+ian A^n Dascamlramcan T'Iaa*alr

(Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2019.

]\,{+mner}rafiL'an Qrrral 1},r1-.^-'=* T^mh; N^rt^r e- Onn /?((6 /EIALE'TInA -f^ e. t|Yl t
I vv-et v,vt -4t

2018 tanggal 30 November 2018,perihal usulan Pejabat yang ditetapkan
sebagai Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSI(AN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KSTIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

c.
d.
e.

f.

Nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam
jabatan pada lajur 3 dengan jumlah honorarium yang diberikan setiap
bulan sebesar pada lajur 4 lampiran keputusan ini.

Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Meneliti kelenqkapan SPP-LS oengadaan barang dan jasa yans
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui
oleh PPTK;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-perundangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.

, AnnlvlelaKLrKarr veruusast Drr.
Menyiapkan SPM.
Meiaksanakan akuntansi
Menr,'i:nkan lannrqn L-e:ranoan SI{pn

Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas ;

a. Melaksanakan verifikasi SPP, SPJ, dokumen dan LPJ yang diajukan
1- --- -i-1, - ,ucrluiarriar ia.

b. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
c. Membuat SPM dan register;

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan
Staf Pejabat Penatau sahaan Keuangan bertanggungj awab kepada Kepata
Balitbangda Provinsi Jambi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada angg€rran kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan pada Sekretariat Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2W TY.

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 2 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan daiam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diatur
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Jambi
Pada tanggal 1B Januari 2Ol9

"=-TADAN

lr. MRIN M.Si
Pembina Utama Muda
N r P. 1 9660224199203 1002

Tembusaa:
1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepaia tsAKEUDA Frovinsi iarnbi cii Jarnbi
4 Yenoharsanolrr:tan rrni-rrl:r'{ilal'a6halras-^}.^-^i *^^+:*,,^



LAMPIMN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NoMoR oS /KEP /BALITBANGDA-L.2 /t /2079
?Ai{GGAL :Sfljaiiuari 2Ai9

No. Nama/NIP fabatan dalam SK fumlah
Honor/Bulan

1 .,
3 4

l.

2.

J.

LDII I IYINNLII\N, JT L, IYINI

NrP. 1 9 7 5 062 32000 1220 03

PANCA KARTIKA SARI,SE
NIP.1975062 620A6042026

JULIANTI SAFITRI, SE

Nip.19861 107 20700120a2

n-:-L-! ri-.-^!--,.---L^-- i,'-..-- ---r t)ouaL r Elrdlau)arldarr \tuatlEarr

Stnf PPK

Staf PPK

^P. 
-

Rn. 34S-000,-

349.000,-,-

Utama Muda
1992031002


